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KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NCMOR : 3/ TAHUN 2001

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM

Menimbang

Mengingat

—

KOTA SALATIGA
WALIKOTA SALATIGA,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Nomor : 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi
Dinas Daerah Kota Salatiga, maka dipandang perlu
mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Pekerjaan Umum Kota Salatiga Kota Salatiga;

bahwa unt;jk‘maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Walikota;

Undang-undéhg Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat ;"

Undang- undahg Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemermtahah Daerah. (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3839) ;

Undang- undéng Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomér 72, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3848)

Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan é’tas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1874
tentang Pokok~pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Iridonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambaha

Lembaran Negara Rl Nomor 3890) ; dy
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o

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Salatiga dan Kzbupaten Daerah Tingkat || Semarang.
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1992
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3500) ;

Peraturan Pemerintah Momor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara R| Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran
Negara Republik _Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;

 Peraturan Daerzh Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001

tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota
Salatiga. (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

ilenetapkan © KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN
FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SALATIGA.

BAB | ,
KETENTUAN UMUM '

Pasai 1

Datam Keputusan ini yang dimaksud aengan

Daerah adaiah Daerah Keta Salatiga,

\Walikota adalah Walikota Salatiga;

Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daerah
Otonom vang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

a.

e

DA €

O L

Dinas Pekerjaan

jawab, wewenan
oraanisasi yand

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga,
Ninas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;

Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga;

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung

g dan hak seseorang Pegawai Neger: Sipil dalam satuan
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahli?/

dan atau ketrampilan tertantu serta bersifat mandiri.



BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Bagian Tata Usaha ,
c. Sub Dinas meliputi :
1. Sub Dinas Bina Marga ;
2. Sub Dinas Cipta Karya ;
3. Sub Dinas Bina Program.
d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagian Tata Usaha, Sub Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas
sebagaimana dimaksud  ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas ;

(3) Kelompok Jabatan Fungsicnal dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior sebagai ketua keiompok dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas;

(4) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini. :

_ BAB I
TUGAS POKOK DAN FUNGS|

Bagian Pertama
Kepala Dinas

" Pasal 3

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum.

Pasal 4
i
Untuk menyelenggarakan tugas_.;”ppkok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
Keputusan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
a. Perumusan perencanaan dan pengelolaan  kebijaksanaan teknis
pembangunan jalan, pengaliran, jembatan, bangunan fasilitas umura
sesuai tata kota serta bidang tugas Dinas Pekerjaan Umum ; !é



b. Pemberian bimbingan teknis bidang pembangunan fisik ;

c. Pemberian ijin sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota
SGalatiga

Pengawasan dan pengendzalian teknis evaluasi serta pelaporan di bldang
pekeriaan umum ;

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD ;

f Pengelolaan tata usaha Dinas.

_u.
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Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Dagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan peiayanan teknis
administratif meliputi  urusan umum dan perlengkapan, penyusunan
ketatalaksanaan, perijinan sarta peraturan perundang-undangan berdasarkan
kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Kepaia Dinas.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokck sebagaimana dimaksud pada Pasal 5

Kenutusan ini, Bagian Tata ' isaha mempunyai fungsi

a. Penyusunan rencana program dan iaporan serta ketataiaksanaan;

b, Pelaksanaan  surat-menyurat, kearsipan, pengelolaan administrasi
kepegawaian, keuangan perlengkapan dan perbekalan kantor, perjalanan
dinas serta urusan aaministrasi kepegawaian, keuangan, periengkapan
dan perbekalan Kanici. perjalanan dinas serta urusan rumah tanggs,
dokumentas: dan kepustzkaan; _

¢. Penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, evaiuasi sera
penyelenggaraan inventerisasi ,

4 Pelayanan periiinan berdasarkan pertimbangan Sub Dinas

e renviapan naskan peraturan peiaksanaan, keputusan, instruksi dan
menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum ;

£ DPelaksanaan tugas-tugas I2in yang+iberikan cleh Kepala Dinas.

asai 7

(1) Bagian Tata Usaha terdin aari :

a. Sub Dagian Kepegawaian ,

() !‘.ﬁasingmasing Sub Bagian sekagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
, diompin seorang oleh Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung
,awab Kepada Kepaia Dagian 1ata Usaha. @/

3



Pasal 8

Sub  Bagman Kepegawaian mempunyai  tugas pokok melaksanakan
penggaiolaan administrasi kepegawaian meliputi penyiapan pahan penyusunan
rencana kebutuhan organisasi, pengembangan pegawai, mutasi pegawai
serte melaksanakan aturan-atuiran kepegawaian.

Pasal 9

gub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas
nerencanaan anggaran belanja dan pendapatan, pengelolaan administrasi
keuangan yang meliputi  pembukuan, penghitungan anggaran, verifikasi
pertanggung jawaban, iaporan keuangan dan penggajian pegawai, serta
nenarimaan nendapatan.

Pasal 10

Sub Ragian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengelolaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dinas, pengadaan dan
nemeliharaan harang inventaris serta perlengkapan.

Bagian Ketiga
Sub Dinas

Pasal 11

Sub Dinas Bina Marga mempunyai fugas pokok melaksanakan perencanaan
dan  pengembangan di bidang Bina Marga dan Pengairan berdasarkan
kabiiaksanaan taknik yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Uintuk menyelenggarakan wigas pokck sebagaimana dimaksud pada Pasal 11

Keputusan ini, Sub Dinas Bina Marga mempunyai fungsi :

+ Pembinaan dan bimbingan toknis di bidang jalan dan pengaliran, jembatan
dan pengairan ;

b. Pengawasan, pengendaiian dan peiaksanaan pekerjaan Bina Marga dan

Pengairan ,

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan 'tanah jalan, jembatan dan

tanah pengairan |

d Penanggulangan kerusakan pemeliharaan pada jalan dan sistem
pengairan baik oleh karena usia dan atau hencana alam ;

e Pengumpulan data dan oelaporan di bidang Bina Marga dan Pengairan. a/

Tt



rasal 13

(1) Sub Dinas Bina Marga terdiri dari :
a. Seksi Jalan dan Pengaiiran ;
b. Seksi Pengairan ;
c. Seksi Jembatan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertangggung
jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Marga.

Pazal 14

Seksi Jalan dan Pengaliran mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana
program dan melaksanakan survey, perencanaan, pembangunan dan
pengawasan, pengendalian, pembinaan, pemeliharaan pengaturan sarana
dan prasarana jalan dan }aringan pengaliran, pengaturan dan pengelolaan
drainase dan sanitasi, pengawasan penggunaan daerah milik jalan, Daerah
Pengawas Jalan.

Pasal 15

Seksi Pengairan mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program dan
melaksanakan survey, perencanaan, pembangunan dan pengawasan, serta
pemeliharaan bendungan, sistem pengairan, penanggulangan bencana alam,
‘banjir/kekeringan, pengaturan dan pengelolaan sarana dan prasarana sumber
air bawah tanah, pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan
sumber air dan bahan galian golongan C serta pengembangan eksplorasi dan
eksploitasi sumber daya =ir bawah tanah, pengendalian dan pengawasan
pemanfaatannya.

Pasal 16

Seksi Jembatan mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program dan
melaksanakan perencanaan teknik, pengawasan, pengendalian,
pemeliharaan dan pelaksanaan pembangunan jembatan serta sarana
prasarana turutama untuk pengamanan bangunan jembatan.

Pasal 17
Sub Dinas Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum di bidang tata bangunan dan cipta karya
berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala DPU.



Pasal 18

{intuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 17

Keputusan ini, Sub Dinas Cipta Karya mempunyai fungsi :

4 Perumusan  perencanaan kebijaksanaan teknis  pembangunan,
nengelolaan, pembinaan, pemberian bimbingan dan pertimbangan
sebagai bahan perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan
oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum |

~  Pemberian bimbingan dan pembinaan teknis pembangunan perumahan
permukiman dan teknis penyehatan lingkungan ;

o Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang tata bangunan dan iata
ruang ;

G Pembinaan teknis dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan
instansi-instansi lain, perbaikan tata laksana dan pengaturannya ,

e Survey dan pertimbangan atas perijinan layak huni bangunan dan
pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang cipta karya |

——g

Penaelolaan aedung-gedund Pemerintah dan rumah dinas/mess |
g. Pengumpuian data, pelaporan dan administrasi teknis bidang tata kota
dan cipta karya.

Pasal 19

(1) Sub Dinas Cipta Karya terdiri dan :
a. Seksi Bangunan ,
h. Seksi Pemukiman |
c. Seksi Tata Ruang.

(2} Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertangggung
jawab kepada Kepala Sub Dinas Tata Kota dan Cipta Karya.

Pasal 20

Seksi Bangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program dan
melaksanakan pembangunan gedung, pengawasan dan pengendalian
sembangunan gedung serna bangunan gedung negara dan bangunan umum,
pengaturan, bantuan teknis dan pengendalian layak huni bangunan, serta
inventarisasi atas bangunan-bangunanlgedung—gedung peninggalan sejarah,
pendidikan, rekreasi, perdagangan, pelayanan umum, industri, tempat tinggal
perorangan.



Pasal 21

Seksi Bina Pemukiman mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana
program dan  melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian,
penyuluhan, bantuan teknis pembangunan perumahan/pemukiman dan teknik
penyehatan lingkungan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan
prasarana dan sarana perumahan/pemukiman  serta teknik penyehatan
lingkungan perumahan.

Pasal 22

Seksi Tata Ruang mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program,
mengatur tata lokasi bangunan/gedung menurut jenisnya dan membuat
pedoman bentuk/prototipe bangunan/gedung untuk berbagai jenis, macam
dan lokasi, memberi pertimbangar: atas permohonan ijin lokasi bangunan/
gedung perusahaan atau tempat usaha dalam usaha menciptakan keserasian
lingkungan dan mempersiapkan kepengurusan hak-hak atas tanah yang
berhubungan dengan penentuan lokasi bangunan/gedung, yang selanjutnya
akan diserahkan kepada instansi yang berwenang untuk menetapkan hak-hak
atas tanah serta melaksanakan survey dan pengukuran tata bangunan yang
diolah menjadi data untuk pedoman perencanaan tata ruang, dasar
pertimbangan kebijaksanan pemberian ijin.

Pasal 23

Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas pokok merumuskan rencana
program kerja DPU, mnenjabarkan dalam rencana teknis berikut biayanya,
mengevaluasi program kerja dan pelaksanaannya, menyajikan data dan
dokumentasi serta menyusun pelaporan.

Pasal 24

Uniuk menyeienggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 23

Keputusan ini, Ka Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja ;

b. Penelitian, pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data ;

c. Perencanaan teknik dan perkiraan pembiayaan ;

d. Penyusunan data statistik serta laporan ;

e Pelaksanaan evaluasi, analisa hasil pelaksanaan rencana, program dan
proyeKk ;

f Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Q{



(2) Masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
yang menunjang pelaksanaan tugas DinasPekerjaan Umum  dengan
keahlian bidang masing-masing;

(2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang
masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling
senior,;

(3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban
kerja;

(4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai ketentuan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 31

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha,
Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana
Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan
horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain
sesuai dengan tugas pokoknya. : : /



Pasal 33

1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum waijib mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

2) Setiap pimpinan satuan kerja organisasi wajib mengikuti dan mentaati
petunjuk-petunjuk dan bertanggurg jawab terhadap atasan masing-masing
dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;

3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja;

4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan
bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan
laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk  kepada
bawahannya.

Pasal 34

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan
kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun
laporan berkala Dinas Pekerjaan Umum.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

1) Uraian tugas masing-masing jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum
disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan dengan
Keputusan Walikota;

2) Formasi dan peryaratan jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum
ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (
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BAB VI
PENUTUP

- Pasal 36

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan/;R'etentuan yang tidak
sesuai dengan Keputusan inj dinyatakan tidak berlaky lagi.

Pasal 37

Hal-hal lain yang belum diatur dalam

Keputusan ini Sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 38

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Salatig

padg tanggal iz} 02/%5/
‘4,WAL JQSALATIGA, 224

& TOTOK MINTARTO g
Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 037 Ok hbsr L0

SEKRETARIS DAERAH 22 A SALATIGA%

/______‘
SOEDARMADJ| ﬁ

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 200/ NOMOR 7%
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